
 

 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penyelesaian hutang suami istri setelah terjadi perceraian menurut hukum  Islam dan 

hukum perdata atau hukum perdata adalah dalam KHI pada pasal 93 dijelaskan bahwa 

Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan bersama yaitu apabila hutang 

tersebut terjadi karena keperluan keluarga, hal demikian apabila tidak cukup maka menggunakan 

harta suami, apabila masih tidak cukup maka dibebankan pada harta istri. Sedangkan dalam 

hukum perdata dijelasakan Pada pasal 119 yang merupakan pasal pertama bahwa sejak terjadi 

sebuah akad perkawinan maka waktu itu terjadilah harta bersama akan tetapi hal demikian 

apabila tidak ada ketentuan perjanjian dalam proses perkawinan, selain itu di sebutkan juga 

dalam pasal 122 yaitu semua penghasilan atau keuntungan bahkan kerugian atau dalam hal ini 

hutang yang diperoleh selama berumah tangga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama.
 

Dalam undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bersama dijelaskan pada bab 

vii yaitu pada Pasal 35 (1) Harta yang diperoleh selama berumah tangga itu menjadi harta 

bersama.(2) harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-

masing sebagai hadiah atau warisan ada dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para 

pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 : (1) Harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas 

persetujuan kedua belah pihak. (2) Harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai 

hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.  Pasal 37 

disebutkan bahwa apabila terjadi perceraian antara suami istri maka harta bersama diatur 

menurut hukumnya masing-masing. Serta di disebutkan juga pada pasal 130 bahwa setelah 

pembubaran harta bersama, suami boleh ditagih atas hutang dari harta bersama seluruhnya. 

1. Persamaan dan perbedaan  antara  hukum Islam  dengan  hukum perdata tentang penyelesaian 

beban hutang suami istri setelah terjadi  perceraian adalah sebagai berikut:  



 

 

Persamaan Definisi Hutang antara keduanya adalah sama-sama membicarakan tentang 

pemenuhan perjanjian yang harus ditepati antara kedua belah pihak. Adapun proses penyelesaian 

hutang sesudah perceraian dalah hukum Islam dan hukum perdata atau hukum perdata keduanya 

mengarah kepada harta bersama. 

Perbedaan dalam proses penyelesaian hutang piutang yang terjadi sesudah perceraian 

menurut hukum islam dan hukum perdata yaitu pada KHI pasal 93 menjelaskan tentang hutang 

yang terjadi dibebankan pada harta bersama yaitu apabila hutang tersebut digunakan untuk 

kepentingan bersama dalam keluarga, namun apabila tidak cukup maka bisa diambilkan harta 

suami, apabila masih belum cukup maka menggunakan harta istri. Sedangkan dalam hukum 

perdata tentang penyelesaian hutang setelah terjadi perceraian dinyatakan dalam pasal 121 KUH 

Perdata yaitu segala beban hutang piutang yang dibuat oleh suami istri dibebankan pada harta 

bersama baik sebelum perkawinan, selama perkawinan maupun setelah perkawinan. 

B. Saran 

Hutang merupakan hal yang sangat perlu untuk di selesaikan, oleh karena pengurusan 

hutang harus segera diselesaikan karena ada keterkaitan dengan orang lain atau pihak yang di 

hutang.  

 


